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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana 

Tindak pidana merujuk pada segala bentuk perilaku yang dilarang oleh 

hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas pelanggarannya. 

Sebagai bagian integral dari sistem hukum suatu negara, tindak pidana 

bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. 

Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari pelanggaran 

kecil seperti pencurian kecil hingga kejahatan serius seperti pembunuhan, 

pemerkosaan, atau terorisme.8 Pada dasarnya, tindak pidana dapat dibagi 

menjadi dua kategori utama: tindak pidana melawan harta benda dan tindak 

pidana melawan orang atau kehidupan manusia. 

Tindak pidana melawan harta benda mencakup segala jenis kejahatan 

yang berdampak pada kerugian atau penghilangan harta benda seseorang atau 

sebuah entitas. Contohnya termasuk pencurian, penipuan, pemalsuan, dan 

sabotase.9 Di sisi lain, tindak pidana melawan orang atau kehidupan manusia 

melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi individu, seperti hak untuk hidup, 

kebebasan, dan keamanan. Ini mencakup kejahatan seperti pembunuhan, 

pemerkosaan, penculikan, dan penyerangan. 

 
8 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika, 2022), hal. 30. 
9 Heri Jerman, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap 
Korban Kejahatan," Dih: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017) 
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Tindak pidana juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, 

misalnya kejahatan konvensional dan kejahatan transnasional.10 Kejahatan 

konvensional terjadi di dalam suatu negara dan diatur oleh hukum nasional, 

sementara kejahatan transnasional melintasi batas-batas negara dan sering 

melibatkan kerjasama antarnegara untuk penegakan hukum. 

Dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, 

sistem hukum suatu negara biasanya menetapkan undang-undang dan 

hukuman yang sesuai. Sanksi bagi pelanggar hukum dapat bervariasi mulai 

dari denda kecil, hukuman penjara, hingga hukuman mati, tergantung pada 

seriusnya tindak pidana dan kebijakan hukum negara tersebut. Selain itu, 

upaya pencegahan juga dilakukan melalui pendidikan, pengawasan, dan 

penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, tindak pidana menjadi 

fokus penting bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat 

secara keseluruhan dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan bersama. 

Selain itu, tindak pidana juga sering kali memiliki dampak yang luas 

dan kompleks terhadap masyarakat dan ekonomi. Kejahatan dapat 

menciptakan ketidakamanan di antara warga masyarakat, mengganggu 

kehidupan sehari-hari, dan merusak kepercayaan dalam struktur sosial. Selain 

itu, tindak pidana juga dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan 

mengganggu investasi, perdagangan, dan pertumbuhan bisnis. Dampak ini 

 
10 Ramadan Tabiu, Nur Intan, dan Sahrina Safiuddin, "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional 
Terorganisasi," Halu Oleo Law Review 7, no. 1 (2023) 
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dapat terasa secara langsung maupun tidak langsung, dan sering kali 

memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengatasinya. 

Selain efek sosial dan ekonomi, tindak pidana juga dapat menimbulkan 

dampak psikologis yang serius bagi korban dan keluarga mereka. Korban 

kejahatan sering mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan 

kesulitan untuk pulih secara emosional. Dampak ini dapat bertahan dalam 

jangka waktu yang panjang dan memerlukan dukungan yang berkelanjutan 

dari masyarakat dan lembaga pelayanan kesehatan mental. 

Sebagai salah satu dari sekian banyak bentuk hukum, hakim digunakan 

baik oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan, memodifikasi, 

dan mengubah suatu pidana tertentu. Oleh karenanya itu hakim dituntut 

secara moral maupun hukum untuk dapat berbuat adil, yang artinya bahwa 

putusan hakim tersebut didasarkan pada fakta dan bukti otentik dan akurat. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam Pasal 183 yang antara lain 

berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terdapat dua alat yang berbeda, hakim 

tidak dapat memberitahukan kepada orang yang diajak bicara tentang adanya 

tindak pidana tertentu. hadir dan mampu melakukannya. Ajaran pasal tersebut 

bertujuan untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kepatuhan, dan 

kepastian hukum dalam pengenaan hukuman pidana. Untuk mengidentifikasi 

hukuman pidana, terdapat beberapa syarat yang berhubungan antara satu 

sama lain dan harus terpenuhi. Syarat-syarat ini termasuk: 

1. Syarat Materiil (Substantif): 
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a. Adanya Tindakan Melanggar Hukum: Terdakwa harus melakukan 

tindakan yang secara jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 

Artinya, ada tindakan atau perilaku yang dilarang oleh undang-

undang. 

b. Adanya Unsur Kesalahan (Culpability): Terdakwa harus memiliki 

unsur kesalahan dalam melakukan tindakan tersebut. Ini berarti 

tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja (dolus) atau kelalaian 

(culpa), tergantung pada jenis tindak pidana yang dikenakan. 

c. Adanya Bukti yang Kuat: Pengadilan harus memiliki bukti yang 

cukup dan kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar 

melakukan tindakan tersebut. 

2. Syarat Proses (Prosedural): 

a. Proses Hukum yang Adil: Terdakwa memiliki hak untuk menjalani 

proses hukum yang adil dan proporsional. Ini termasuk hak untuk 

diwakili oleh pengacara, hak untuk mendapatkan bukti, hak untuk 

mengajukan pembelaan, dan hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. 

b. Prinsip Kepastian Hukum: Hukum harus jelas dan tidak boleh 

bersifat retrospektif, artinya terdakwa tidak dapat dihukum atas 

perbuatan yang pada saat itu belum dianggap ilegal. 

c. Prinsip Proporsionalitas: Hukuman yang diberikan haruslah sesuai 

dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman 
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yang tidak sesuai dengan tingkat kejahatan dapat dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap prinsip keadilan. 

3. Syarat Penuntutan dan Pemeriksaan yang Sah (Prosedural): 

a. Wewenang Hukum: Penuntutan dan pemeriksaan harus dilakukan 

oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku. 

b. Penerapan Hukum yang Sama untuk Semua: Hukuman pidana 

harus diterapkan tanpa pandang bulu dan setiap individu harus 

diperlakukan sama di depan hukum, tanpa diskriminasi. 

Pentingnya penanggulangan tindak pidana juga terbukti dalam konteks 

global, di mana kejahatan lintas batas menjadi semakin kompleks dan sulit 

ditangani oleh satu negara secara mandiri. Kejahatan seperti perdagangan 

manusia, perdagangan narkoba, dan terorisme sering melibatkan jaringan 

internasional yang memerlukan kerjasama antarnegara dalam penegakan 

hukum dan intelijen. Oleh karena itu, kerja sama internasional dan 

pengembangan mekanisme hukum internasional menjadi penting dalam 

upaya memerangi kejahatan lintas batas. 

Dengan demikian, tindak pidana merupakan tantangan serius yang 

memerlukan pendekatan holistik dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. 

Upaya pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi menjadi 
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kunci dalam mengurangi tingkat kejahatan dan menciptakan lingkungan yang 

lebih aman dan adil bagi semua. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan 

Pencabulan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang melibatkan 

penyalahgunaan kekuasaan atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual 

terhadap seseorang tanpa persetujuannya.11 Tindakan pencabulan dapat 

mencakup berbagai perilaku, mulai dari pelecehan seksual verbal, sentuhan 

yang tidak diinginkan, hingga pemerkosaan. Hal ini seringkali melibatkan 

pelaku yang memiliki posisi yang lebih kuat atau otoritas atas korban, seperti 

anggota keluarga, guru, atasan, atau orang yang dihormati dalam masyarakat. 

Pencabulan tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga dapat 

melibatkan ancaman, manipulasi psikologis, atau pemaksaan melalui 

pengaruh obat-obatan atau alkohol. 

Efek dari tindakan pencabulan dapat sangat merusak bagi korban, baik 

secara fisik, emosional, maupun psikologis. Korban sering kali mengalami 

trauma berat, kehilangan kepercayaan diri, rasa malu, dan gangguan 

kesehatan mental yang berkepanjangan.12 Dampaknya tidak hanya dirasakan 

secara pribadi oleh korban, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan 

interpersonal, pekerjaan, dan kehidupan sosial mereka. Bukan hanya itu, 

 
11 Agnes Kusuma Wardadi, Gracia Putri Manurung, dan Natasya Fila Rais, "Analisis Keberlakuan 
RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual," Lex Scientia Law Review 3, no. 1 
(2019) 
12 Nurjannah Anwar, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual 
di Kota Yogyakarta (Tesis, UAJY, 2018) 
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korban pencabulan juga sering kali mengalami kesulitan untuk melaporkan 

kejadian tersebut karena rasa takut, malu, atau tekanan dari pelaku atau 

lingkungan sekitar. 

Pencabulan juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat secara 

keseluruhan. Selain mengganggu ketertiban dan keamanan publik, kejahatan 

ini juga dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi dan otoritas yang 

gagal melindungi warga masyarakat.13 Selain itu, tindakan pencabulan juga 

dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi individu lain, terutama 

anak-anak dan perempuan yang rentan menjadi korban. Hal ini menunjukkan 

bahwa pencabulan tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi juga 

merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian serius dan tindakan 

preventif dari masyarakat dan lembaga penegak hukum. 

Pencegahan pencabulan melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk 

edukasi tentang seksualitas yang sehat dan penghormatan terhadap batas-

batas individu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta dukungan 

yang komprehensif bagi korban.14 Pentingnya memberikan perlindungan dan 

dukungan kepada korban, serta memberlakukan hukuman yang sesuai bagi 

pelaku, tidak hanya sebagai bentuk keadilan tetapi juga sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya tindakan pencabulan di masa depan. Dengan demikian, 

upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, 

dan individu sangat penting dalam menanggulangi dan mencegah tindakan 

 
13 Muhammad Mahendra Adi Saputra, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual 
Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul" (2022) 
14 Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak (Deepublish, 2019) 
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pencabulan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati 

hak asasi manusia bagi semua individu. 

Pencabulan seringkali merupakan pengkhianatan yang mengguncang, 

melanggar batas kepercayaan, dan mengakibatkan luka emosional yang 

mendalam bagi korban. Kejahatan ini bisa terjadi di berbagai konteks, mulai 

dari lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan, tempat 

kerja yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman, hingga dalam 

hubungan asmara yang seharusnya didasari oleh rasa saling menghormati dan 

kepercayaan. Korban pencabulan mungkin mengalami berbagai reaksi, mulai 

dari rasa takut, malu, hingga rasa bersalah yang tidak semestinya.15 

Pencabulan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, 

mulai dari serangan fisik yang nyata hingga pelecehan verbal yang 

mengintimidasi. Bentuk fisiknya bisa mencakup sentuhan yang tidak 

diinginkan, pemaksaan terhadap tindakan seksual, atau bahkan pemerkosaan. 

Sementara itu, bentuk non-fisik dari pencabulan bisa mencakup pelecehan 

verbal, ancaman, manipulasi psikologis, atau eksploitasi melalui kekuasaan 

atau otoritas yang dimiliki oleh pelaku.16 

Selain dampak langsungnya pada korban, pencabulan juga bisa 

menimbulkan efek samping yang luas pada korban dan masyarakat secara 

keseluruhan. Korban sering kali mengalami trauma psikologis yang 

 
15 Rachmat Harun, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak," Lex Crimen 4, no. 4 
(2015). 
16 Muh Hidayat Tullah, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik (Disertasi, 
Universitas Bosowa, 2023) 
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berkepanjangan, bahkan setelah kejadian tersebut berakhir. Mereka mungkin 

mengalami gangguan kesehatan mental, kesulitan dalam membangun 

hubungan interpersonal yang sehat, dan bahkan mengalami isolasi sosial 

karena rasa malu atau stigmatisasi. Sementara itu, masyarakat secara 

keseluruhan mungkin merasa terguncang oleh kejadian tersebut, meragukan 

keamanan dan kepercayaan dalam hubungan interpersonal, serta 

mempertanyakan efektivitas sistem perlindungan yang ada. 

Dengan demikian, upaya untuk menanggulangi dan mencegah 

pencabulan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. 

Ini melibatkan pendidikan yang luas tentang batas-batas yang sehat dalam 

hubungan, penguatan sistem perlindungan bagi korban, penegakan hukum 

yang tegas terhadap pelaku, serta dukungan yang berkelanjutan bagi korban 

untuk pemulihan mereka. Hanya dengan kerja sama dari semua pihak, 

termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, individu, dan korban yang 

terkena dampak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, 

menghormati, dan menghargai kebebasan serta integritas individu. 

C. Tinjauan Umum Tentang Anak 

Anak-anak adalah salah satu aset paling berharga dalam masyarakat 

kita, dan perlindungan serta kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama. 

Mereka adalah individu yang rentan dan berpotensi membangun masa depan 

yang cerah jika diberikan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang 

memadai. Anak-anak memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, 



41 

 

 

 

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, 

eksploitasi, dan diskriminasi.17 Mereka juga memiliki hak untuk berekspresi, 

berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka. 

Namun, realitasnya adalah bahwa anak-anak sering kali menjadi korban 

yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan 

penyimpangan. Pada tingkat yang paling mendasar, masalah ini bisa berasal 

dari ketidakmampuan keluarga atau lingkungan sekitar untuk memberikan 

perlindungan dan perawatan yang memadai. Anak-anak mungkin mengalami 

kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, atau bahkan 

pengabaian yang menyebabkan kerusakan fisik dan emosional yang 

mendalam. 

Selain itu, anak-anak juga terpapar risiko di dunia daring, di mana 

mereka rentan terhadap eksploitasi seksual, perundungan (bullying), dan 

akses ke konten yang tidak sesuai untuk usia mereka. Kemajuan teknologi 

telah membuka pintu bagi interaksi yang lebih luas namun juga 

meningkatkan risiko terhadap anak-anak yang tidak terlindungi atau tidak 

diawasi dengan baik. 

Pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman ini tidak 

dapat dilebih-lebihkan. Perlindungan anak-anak melibatkan berbagai pihak, 

termasuk keluarga, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan 

 
17 Rika Widya, Sri Setyaningrum, dan Dini Julia Sari Siregar, Revitalisasi Gizi Anak: Produk Ternak yang 
Asuh Sebagai Solusi Stunting (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 
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masyarakat secara keseluruhan.18 Langkah-langkah yang diperlukan termasuk 

pemberdayaan keluarga untuk memberikan perawatan yang aman dan kasih 

sayang, pendidikan yang menyeluruh tentang hak-hak anak, penegakan 

hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, serta 

pembangunan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak-anak. 

Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak juga 

memerlukan pendidikan yang berkualitas, akses yang adil terhadap layanan 

kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

proses pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka. Anak-anak harus 

didorong untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, tanpa terhalang 

oleh diskriminasi atau ketidaksetaraan. 

Dengan memberikan perlindungan yang kuat, pendidikan yang 

berkualitas, dan lingkungan yang mendukung, kita dapat memastikan bahwa 

setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang 

menjadi individu yang mandiri, tangguh, dan berkontribusi positif bagi 

masyarakat. Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan kita, dan tugas 

kita sebagai masyarakat adalah melindungi, memelihara, dan memberikan 

mereka kesempatan yang setara untuk meraih potensi mereka yang penuh. 

1. Anak Kandung  

 
18 Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan 
Anak (Deepublish, 2018). 
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Anak kandung adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara 

satu atau kedua orang tua dengan anak tersebut. Hubungan antara orang 

tua dan anak kandung sering kali dianggap sebagai salah satu hubungan 

paling kuat dan intim dalam kehidupan seseorang. Ini karena ikatan 

biologis dan genetik yang unik antara orang tua dan anak kandung 

menciptakan dasar untuk ikatan emosional yang mendalam.19 

Anak kandung biasanya dianggap sebagai bagian integral dari 

keluarga dan memiliki status yang diakui secara hukum dalam 

masyarakat. Mereka memiliki hak-hak dan kewajiban terhadap orang tua 

biologis mereka, termasuk hak untuk menerima perawatan, kasih sayang, 

dan pendidikan yang memadai. Sebaliknya, orang tua juga memiliki 

tanggung jawab moral dan hukum untuk merawat dan mendidik anak-

anak mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak 

tersebut. 

Hubungan antara orang tua dan anak kandung melampaui hanya 

hubungan biologis. Ini juga mencakup aspek-aspek seperti kasih sayang, 

dukungan emosional, dan pembentukan identitas individu.20 Orang tua 

bertanggung jawab untuk membimbing dan mendukung anak-anak 

mereka dalam pengembangan keterampilan, nilai-nilai, dan keyakinan 

yang akan membentuk karakter mereka sebagai orang dewasa. 

 
19 Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab 
Habaib di Indonesia," Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam 7, no. 2 (2021) 
20 Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini: Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak (Prenada 
Media, 2016). 
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Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan orang tua dan anak 

kandung tidak selalu berjalan lancar. Konflik, ketegangan, atau perbedaan 

pendapat bisa timbul di antara mereka, seperti halnya dalam setiap 

hubungan manusia. Namun demikian, banyak orang percaya bahwa 

hubungan darah antara orang tua dan anak kandung memiliki kekuatan 

untuk bertahan dan mengatasi tantangan yang muncul. 

Selain itu, penting untuk diakui bahwa ikatan orang tua dan anak 

kandung tidak hanya terbatas pada keluarga biologis. Banyak keluarga 

diadopsi atau yang dibentuk melalui hubungan yang tidak konvensional 

memiliki ikatan yang sama kuatnya dengan keluarga biologis. Apapun 

sifat hubungannya, pentingnya hubungan orang tua dan anak kandung 

dalam membentuk identitas dan perkembangan individu tidak bisa 

diabaikan. Hubungan ini menjadi dasar untuk pertumbuhan emosional, 

sosial, dan psikologis anak, serta memberikan fondasi yang stabil untuk 

kehidupan dewasa yang sehat dan bahagia. 

Pelecehan seksual terhadap anak kandung adalah salah satu bentuk 

kejahatan yang paling menghancurkan dan mengejutkan dalam 

masyarakat. Ini terjadi ketika orang tua atau anggota keluarga yang 

seharusnya memberikan perlindungan, kasih sayang, dan dukungan 

kepada anak justru menyalahgunakan kepercayaan dan otoritas mereka 

untuk memanfaatkan anak secara seksual. Kejahatan ini mencakup 
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berbagai perilaku merugikan, mulai dari sentuhan tidak senonoh, 

eksploitasi seksual, hingga pemerkosaan atau pelecehan fisik lainnya. 

Pelecehan seksual terhadap anak kandung menciptakan kerusakan 

yang mendalam dan berkepanjangan pada korban. Anak yang menjadi 

korban pelecehan sering kali mengalami trauma emosional yang berat, 

merasa terkucil, dan kehilangan kepercayaan pada orang yang seharusnya 

memberikan perlindungan. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam 

membangun hubungan interpersonal yang sehat, mengalami gangguan 

kesehatan mental, dan merasa malu atau bersalah meskipun mereka 

adalah korban yang tidak bersalah. 

Selain itu, pelecehan seksual terhadap anak kandung juga 

mengganggu fondasi dasar dari sebuah keluarga dan hubungan orang tua 

dan anak. Hal ini menciptakan ketidakstabilan emosional, konflik 

internal, dan trauma yang mendalam bagi semua anggota keluarga yang 

terlibat. Bahkan setelah kejahatan itu terungkap, proses penyembuhan dan 

pemulihan untuk korban dan keluarga sering kali membutuhkan waktu 

yang lama dan dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat dan 

profesional kesehatan mental. 

Penting untuk diingat bahwa pelecehan seksual terhadap anak 

kandung tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga 

pelanggaran terhadap kepercayaan, integritas, dan hak asasi manusia 

anak. Melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, 
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dan pelecehan adalah tanggung jawab bersama masyarakat. Ini 

melibatkan pendidikan yang luas tentang hak-hak anak, penguatan sistem 

perlindungan anak, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta 

dukungan yang komprehensif bagi korban dan keluarga mereka. 

Hanya dengan kesadaran yang meningkat, tindakan preventif yang 

efektif, dan komitmen untuk memerangi segala bentuk kejahatan terhadap 

anak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, menghormati, 

dan mendukung perkembangan anak-anak kita. Perlindungan anak adalah 

tugas bersama kita sebagai masyarakat, dan kita harus bersatu untuk 

memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan tanpa rasa 

takut. 

antara anggota keluarga dan memperbesar risiko terjadinya 

kekerasan. Kurangnya akses terhadap sumber daya dan dukungan 

komunitas juga dapat membuat individu yang menjadi korban merasa 

terjebak dalam situasi yang berbahaya tanpa jalan keluar yang jelas. 

D. Kerangka Berpikir  

Pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandung 

merupakan tindakan yang sangat serius dan merugikan anak secara fisik dan 

psikologis. Dalam konteks hukum, anak memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh orang tua kandungnya. Perlindungan ini juga mencakup hak 
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untuk mendapatkan perlindungan hukum resmi dari aparat penegak hukum. 

Proses penanganan kasus pencabulan oleh ayah terhadap anak menjadi bagian 

integral dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak. Undang-undang seperti 

UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan 

dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dalam kasus seperti ini. 

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melakukan 

penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku pencabulan guna memastikan 

keadilan tercapai. 

Proses penanganan kasus ini harus dilakukan dengan cermat dan adil di 

pengadilan. Hak anak untuk memberikan kesaksian yang aman dan 

mendapatkan dukungan psikologis selama proses peradilan harus dijamin. 

Putusan hakim harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk hukuman 

yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, serta hak 

anak untuk mendapatkan perlindungan yang akurat.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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